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ABSTRAK  

 

Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara Open Government Data (OGD) sebagai 
pendorong pembangunan inklusif di Kota Makassar dengan menggunakan pendekatan 

fuzzy set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) terhadap data sektoral kota Makassar 

tahun 2021–2024. Lima kondisi utama ditetapkan sebagai determinan pembangunan 
inklusif, yaitu Ketersediaan Data (KD), Aksesibilitas Data (AD), Kualitas Data (QD), Lisensi 

dan Legalitas (LL), serta Partisipasi dan Pemanfaatan Publik (PP). Hasil kalibrasi fuzzy 
menunjukkan bahwa nilai Pembangunan Inklusif (PI) meningkat signifikan pada tahun 

2024, menandai pergeseran dari pemerintahan berbasis transparansi menuju 

pemerintahan partisipatif berbasis data. Melalui truth table fsQCA, ditemukan dua jalur 
kausal utama yang menjelaskan capaian pembangunan inklusif. Pertama, Functional 

Openness Path, yaitu kombinasi KD, AD, QD, dan PP tinggi meskipun legalitas belum 
sempurna (LL moderat), yang mendukung terwujudnya inklusivitas melalui keterbukaan 

dan kolaborasi masyarakat. Kedua, Institutionalized Open Data Path, yakni konfigurasi 

lengkap KD, AD, LL, QD, dan PP tinggi yang merepresentasikan tata kelola data 
terinstitusionalisasi dengan dukungan politik dan regulatif yang kuat. Analisis consistency 

menunjukkan bahwa konfigurasi dengan nilai ≥0.8 merupakan kondisi yang cukup 

(sufficient condition) bagi terjadinya pembangunan inklusif, sementara coverage sebesar 
0.18 menandakan relevansi empiris yang signifikan. Secara teoretis, hasil ini menegaskan 

bahwa sinergi antara keterbukaan data, partisipasi publik, dan dukungan kelembagaan 
merupakan prasyarat utama terwujudnya tata kelola pemerintahan inklusif di era 

transformasi digital. Studi ini memberikan implikasi penting bagi penguatan kebijakan 

OGD di tingkat daerah sebagai instrumen strategis untuk memperluas partisipasi dan 

keadilan pembangunan. 

Kata kunci: Open Government Data; Pembangunan Inklusif; fsQCA; Smart Government. 
 

ABSTRACT 

 
This study analyzes the relationship between Open Government Data (OGD) as a driver 
of inclusive development in the City of Makassar using a fuzzy‐set Qualitative Comparative 

Analysis (fsQCA) approach on Makassar’s sectoral data for 2021–2024. Five core 

conditions are established as determinants of inclusive development: Data Availability 
(KD), Data Accessibility (AD), Data Quality (QD), Licensing and Legal Frameworks (LL), 

and Public Participation and Use (PP). The fuzzy calibration results show that the value of 
Inclusive Development (PI) rises significantly in 2024, marking a shift from transparency-

based governance toward participatory, data-driven governance. Through the fsQCA truth 

table, two primary causal paths are identified to explain inclusive development 
achievements. First, the Functional Openness Path a combination of high KD, AD, QD, 
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and PP even when legal frameworks are not fully mature (moderate LL) which supports 
inclusivity through openness and community collaboration. Second, the Institutionalized 

Open Data Path a complete configuration of high KD, AD, LL, QD, and PP representing 

institutionalized data governance backed by strong political and regulatory support. 
Consistency analysis indicates that configurations with scores ≥ 0.8 constitute sufficient 

conditions for inclusive development, while a coverage of 0.18 indicates significant 
empirical relevance. Theoretically, these findings affirm that the synergy between data 

openness, public participation, and institutional support is a primary prerequisite for 

realizing inclusive public governance in the era of digital transformation. This study offers 
important implications for strengthening local-level OGD policies as a strategic instrument 

to broaden participation and promote equity in development. 

Keywords: Open Government Data; Inclusive Development; fsQCA; Smart Government. 

 (9 pt, Arial) 
PENDAHULUAN 

Transformasi digital telah mengguncang fondasi birokrasi tradisional, 

memaksa pemerintahan modern untuk lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. 

Penerapan smart governance, cukup memburuk pada tahun 2020-2022 di Kota 

Makassar. Kota Makassar diperhadapkan satu permasalahan, yang menunjukkan 

capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang rendah (alam et al, 

2024). Namun akhir 2023 ke 2024 mengalam perbaikan. Di tengah perubahan ini, 

Open Government Data (OGD) muncul bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi 

sebagai tolok ukur kematangan tata kelola publik abad ke-21. Melalui data yang 

terbuka dan mudah diakses, OGD menjanjikan pengambilan keputusan berbasis 

bukti serta partisipasi publik yang lebih bermakna. Namun, di Sulawesi Selatan, 

inisiatif OGD masih menghadapi jurang antara visi dan realitas: data tersedia, 

tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan; portal terbuka, namun belum benar-

benar inklusif. Tantangannya kini bukan sekadar membuka data melainkan 

memastikan bahwa keterbukaan itu menciptakan nilai publik dan pembangunan 

yang inklusif.  

World Bank (1992) menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, efektivitas, dan keadilan merupakan prinsip utama penyelenggaraan 

pemerintahan modern. Prinsip tersebut kemudian diperkuat oleh UNDP (1997) 

melalui konsep Governance for Sustainable Human Development, yang 

memandang tata kelola sebagai kerangka normatif untuk menciptakan 

pemerintahan yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan 

masyarakat. Dalam konteks ini, Open Government Data (OGD) muncul sebagai 

instrumen kunci untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, karena 

menyediakan akses publik terhadap data pemerintah secara bebas tanpa batasan 

teknis maupun legal. Penyediaan data secara terbuka juga menandai pergeseran 

penting dari model pemerintahan yang hierarkis menuju data-driven governance, 

di mana proses perumusan, implementasi, serta evaluasi kebijakan dilakukan 

berbasis bukti. 

OGD menjadi salah satu pilar strategis dalam meningkatkan partisipasi 

warga, pengawasan publik, serta inovasi layanan (Jones, 2018; Smith, 2019). 

Namun, transformasi digital bukan hanya persoalan teknis, melainkan proses 

sosial yang mengubah sistem organisasi dan perilaku birokrasi. Brennen dan 
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Kreiss (2016) membedakan digitisasi sekadar konversi data analog ke digital dari 

digitalisasi sebagai perubahan mendasar dalam struktur sosial dan tata kelola. 

European Commission (2018) dan Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024 

menunjukkan bahwa digitalisasi sektor publik merupakan fondasi penting menuju 

pemerintahan yang terintegrasi, interoperabel, dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. 

OGDberperan krusial dalam mendorong transparansi, inovasi, dan 

partisipasi publik sebagai fondasi pembangunan inklusif di era digital. Di Kota 

Makassar, meskipun OGD telah diimplementasikan, pemanfaatan dan kesiapan 

daerah masih menghadapi tantangan signifikan dalam aspek keterbukaan, 

aksesibilitas, dan dampaknya terhadap kebijakan pembangunan. Oleh karena itu 

penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas 

OGD sebagai alat transformasi digital pemerintahan. Transformasi ini bertujuan 

untuk menjawab tuntutan masyarakat akan keadilan dan pemerataan layanan 

publik. Awal transformasi digital dimulai dari digitisasi, berapa banyak data yang 

telah terdigitalkan. Beirkut data Sektoral Kota Makassar yang telah didigitalkan 

pada platfom satudata. 

 

 

Gambar 1. Rerata Dara Sektoral Kota Makassar (2021-2024) 
Sumber: Data diolah dari data.makassar.go.id (2025)  

 

Data menunjukkan jumlah data sektoral Kota Makassar yang tersedia per 

tahun dari 2021 hingga 2024 berdasarkan kategori sektor (misalnya: 

Pemerintahan, Sosial, SDA, Lingkungan, Infrastruktur, dsb). Terdapat fluktuasi 

yang tajam antar sektor dan antar tahun, namun terlihat kecenderungan 

peningkatan signifikan pada 2024 di hampir semua sektor. Kecuali pada 3 sektor 

terbawah. Hal Ini menunjukkan bahwa implementasi Open Government Data mulai 

intensif sejak 2024. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran OGD dalam 

mendukung pembangunan inklusif di Sulawesi Selatan melalui pendekatan fuzzy 

set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA). Dengan menerapkan fsQCA, 

penelitian mengidentifikasi dan mengkalibrasi kondisi-kondisi penting, antara lain 

transparansi data, akuntabilitas, partisipasi publik, dan infrastruktur digital, ke 

dalam skor fuzzy (nilai antara 0 dan 1) berdasarkan ambang batas yang telah 
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ditetapkan. Metode ini memungkinkan analisis konfigurasi kondisi yang secara 

bersama-sama mempengaruhi pencapaian outcome pembangunan inklusif. 

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku 

kepentingan dari sektor pemerintahan, akademisi, dan masyarakat sipil, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan pelaksanaan 

OGD, dan sumber-sumber terkait. Penelitian akan mengungkap bahwa sinergi 

antara tingkat transparansi data yang tinggi, mekanisme akuntabilitas yang 

terintegrasi, partisipasi publik yang aktif, serta infrastruktur digital yang 

mendukung merupakan konfigurasi kunci yang menghasilkan dampak signifikan 

terhadap pembangunan inklusif di Kota Makassar. 

Dalam konteks Kota Makassar, berbagai inisiatif OGD telah diluncurkan 

pemerintah daerah sebagai upaya mendorong transparansi dan pelayanan 

berbasis digital. Namun, tantangan terkait kualitas data, keterbukaan, 

interoperabilitas, dan kebermanfaatannya terhadap kebijakan publik masih 

menjadi isu signifikan. Lonjakan publikasi data pada sektor sosial dan penataan 

ruang pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan positif menuju ruang 

partisipasi digital yang lebih luas. Akses data yang semakin terbuka 

memungkinkan warga, akademisi, pegiat UMKM, maupun organisasi masyarakat 

sipil terlibat dalam partisipasi publik berbasis data (data-driven participation). 

Kondisi ini membuka peluang untuk menciptakan kebijakan berbasis bukti yang 

lebih inklusif, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini menggunakan metode campuran berbasis pendekatan 

kualitatif-komparatif dengan teknik analisis Fuzzy Set Qualitative Comparative 

Analysis (fsQCA). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis 

hubungan multikausal (configurational) antara variabel-variabel tata kelola data 

terbuka (OGD) dengan hasil pembangunan inklusif. Selin itu, juga untuk 

mengidentifikasi beragam kombinasi kondisi yang cukup (sufficient) untuk 

menghasilkan pembangunan inklusif tinggi di Kota Makassar. fsQCA 

menggabungkan logika analisis set theory (Ragin, 2008) dan pendekatan 

comparative case-oriented untuk menemukan jalur kausal (causal paths) yang 

berbeda namun sama-sama mengarah pada outcome yang sama (equifinality). 

Penelitian dilakukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai 

salah satu kota yang implementasikan program Smart City di Indonesia. Unit 

analisis penelitian adalah 18 sektor pemerintahan daerah (OPD sektoral) selama 

periode 2021–2024, yang dipublikasikan melalui Portal Data Terbuka Kota 

Makassar. Dengan demikian terdapat 72unit observasi (18 sektor × 4 tahun) yang 

mewakili variasi temporal dan sektoral dalam pelaksanaan OGD.Persamaan 

kalibrasi yang umum digunakan dalam fsQCA untuk mengonversi nilai mentah 

(raw score) x ke dalam nilai keanggotaan fuzzy μ(x):  
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dengan kondisi tambahan: 

Jika x≤a (ambang batas full non-membership), maka μ(x)=0. 

Jika x≥b (ambang batas full membership), maka μ(x)=1. 

Di sini: a adalah nilai ambang batas di mana kasus dianggap tidak memiliki keang 

gotaan (full non-membership). c adalah titik crossover, yaitu nilai di mana 

keanggotaan dianggap ambigu (biasanya μ(x)=0.5\mu (x)= 0.5μ(x)= 0.5). b 

adalah nilai ambang batas di mana kasus dianggap memiliki keanggotaan penuh 

(full membership). λ merupakan parameter penajaman (slope) yang menentukan 

kecepatan perubahan nilai keanggotaan di sekitar titik c. 

Berikut adalah model analisis fuzzy set Qualitative Comparative Analysis 

(fsQCA) yang menggunakan lima faktor Ketersediaan Data, Aksesibilitas Data, 

Lisensi dan Legalitas, Kualitas Data, serta Partisipasi dan Pemanfaatan untuk 

menilai dampaknya terhadap Pembangunan Inklusif sebagai outcome. Kita 

memiliki data mengenai empat kondisi yang mempengaruhi outcome 

pembangunan inklusif. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Model Analisis OGD dan Pembangunan Inklusif 

Data Sekunder utama berasal dari dataset sektoral Kota Makassar (2021–

2024) yang mencatat jumlah dataset terbuka per sektor, dengan total 18 kategori. 

Data tambahan diperoleh dari dokumen kebijakan SPBE, Perwali Open Data, dan 

laporan tahunan Diskominfo Makassar; Evaluasi Smart City Dashboard; dan 

Metadata portal data.makassarkota.go.id (lisensi, pembaruan, format file). Data 

Primer (Pendukung) digunakan untuk variabel non-kuantitatif, terutama Lisensi & 

Legalitas (LL) hasil penilaian pakar melalui expert judgement form (0–1). Kualitas 

Data (QD) dan Partisipasi & Pemanfaatan (PP): diperoleh melalui observasi portal 

dan wawancara singkat dengan admin OGD dan pengguna data (pemerintah, 

akademisi, pelaku usaha). 
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Tabel 1. Variabel Penelitian 

Kode Variabel Konsep Operasionalisasi 

KD 
Ketersediaan 

Data 

Jumlah dan cakupan dataset 

per sektor 

Jumlah dataset (normalisasi 0–

1) 

AD 
Aksesibilitas 

Data 

Kemudahan akses portal 

dan format data 

Proporsi dataset terstruktur 

dan dapat diunduh 

LL 
Lisensi & 

Legalitas 

Kejelasan kebijakan dan 

lisensi 
Skor pakar 0–1 

QD Kualitas Data 
Kelengkapan, keakuratan, 
dan pembaruan 

Checklist metadata (skor 0–1) 

PP 
Partisipasi & 

Pemanfaatan 

Tingkat penggunaan data 

oleh pemangku kepentingan 

Proporsi 

kolaborasi/unduhan/visualisasi 

PI 

Pembangunan 

Inklusif 
(Outcome) 

Tingkat keterbukaan dan 

partisipasi sosial-ekonomi 
berbasis data 

Indeks komposit fuzzy (0–1) 

 

Penelitian ini menggunakan tahapan empat langkah utama fsQCA (Ragin, 

2008; Schneider & Wagemann, 2012), (1) Kalibrasi Data (Fuzzy Set Calibration), 

(2) Pembuatan Truth Table, (3) Analisis Consistency dan Coverage, dan (4) 

Identifikasi Jalur Kausal (Causal Path Identification). Data statistik sektoral 

merupakan data yang dikumpulkan dan digunakan oleh instansi pemerintah sesuai 

dengan bidang tugas dan kewenangannya, dengan tujuan mendukung 

pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan di masing-masing sektor. 

Data statistik sektoral adalah untuk mengetahui tren dan perkembangan di bidang 

tertentu, menetapkan prioritas kebijakan, mengendalikan serta mengevaluasi 

pelaksanaan program, dan mengantisipasi risiko yang mungkin muncul dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Contohnya antara lain 

data kependudukan dan keluarga berencana yang dihimpun oleh BKKBN, data 

pendidikan yang dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta data kesehatan yang dihasilkan oleh 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dengan demikian, data statistik sektoral 

berperan penting dalam membangun Sistem Statistik Nasional (SSN) yang 

komprehensif dan berkelanjutan. 

Analisis dilakukan menggunakan: Python 3.11 (pandas, numpy, matplotlib, 

itertools) untuk kalibrasi dan perhitungan truth table, consistency, dan coverage. 

pyQCA untuk validasi hasil dengan pendekatan formal fsQCA dan Microsoft Excel 

untuk visualisasi tambahan. 

Pada Setiap faktor (KD, AD, LL, QD, PP) dikonversi menjadi skor fuzzy (0–

1). Kita menentukan tiga titik ambang yaitu Full Non-membership (0): Misalnya, 

ketersediaan data yang sangat rendah; Crossover (0.5): Ambang di mana 

keanggotaan tidak jelas (ambiguitas); dan Full Membership (1): Ketersediaan data 

sangat tinggi, mudah diakses, lisensi jelas, dll. 
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Nilai PI fuzzy (0–1) menunjukkan sejauh mana suatu sektor berada dalam 

himpunan “sektor yang mendukung pembangunan inklusif” — diukur dari sinergi 

antar lima dimensi OGD. 

Tabel 2. Rentang Penilaian OGD 

Rentang 

Nilai PI 

Kategori 

Keanggotaan 
Makna Substantif dalam Konteks OGD Makassar 

0.00 – 0.30 Non-Member 
Pembangunan belum inklusif; data tertutup, partisipasi 

publik sangat rendah. 

0.31 – 0.50 
Partial/Weak 

Member 

Arah keterbukaan mulai terlihat, tetapi belum 

berdampak signifikan pada kebijakan publik. 

0.51 – 0.70 
Moderate 
Member 

Tata kelola data mulai efektif, namun kolaborasi publik 
masih terbatas. 

0.71 – 0.85 Strong Member 
Tata kelola data sudah inklusif: terbuka, akuntabel, 
dan partisipatif. 

0.86 – 1.00 Full Member 

Pemerintahan berbasis data sepenuhnya terbuka, 

berdaya guna, dan mendorong pembangunan inklusif 
secara sistemik. 

Alur Penelitian fsQCA

 

Gambar 3. Alur Penelitian OGD dengan fsQCA 

 

 

 

 

 

 Interpretasi Teoritis ↓ Model Kausal Pembangunan Inklusif (Causal Path Model) 

 Interpretasi Teoritis 

 

Excel 

 
Identifikasi Jalur Kausal (fsQCA)  

 

Python 3.11  

 
Perhitungan Consistency & Coverage   

 
Python 3.11  

 
Truth Table (kombinasi kondisi)  

 

Data Sektoral Kota Makassar (2021–2024)  

 
Kalibrasi Fuzzy (KD, AD, LL, QD, PP) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Secara deskriptif, data sektoral Kota Makassar tahun 2021–2024 

menunjukkan evolusi yang menuju tata kelola pemerintahan berbasis data (data-

driven governance), di mana data tidak hanya berfungsi sebagai instrumen 

administratif, tetapi juga sebagai fondasi pengambilan keputusan yang lebih 

transparan dan partisipatif. Peningkatan jumlah data pada tahun 2024 

mencerminkan percepatan implementasi kebijakan Open Government Data (OGD) 

yang menandai pergeseran paradigma birokrasi menuju pemerintahan digital yang 

terbuka dan kolaboratif. Fenomena ini menunjukkan ada upaya Pemerintah Kota 

Makassar dalam mewujudkan terwujudny SPBE (Sistem Pemeirntahan Berbasis 

Elektronik) yang baik melalui pemanfaatan teknologi dan integrasi data lintas 

sektor.   

Tabel 3. Tren data Sektoral Kota Makassar 2021-2024 

Data Sektoral Kota Makassar 2021 2022 2023 2024 

Pemerintahan 97 137 134 212 

Sosial 25 54 22 247 

Sumber Daya Alam 205 197 33 207 

Lingkungan Hidup 103 179 18 106 

Infrastruktur 26 48 4 126 

Pariwisata 42 96 47 26 

Pendidikan 0 0 0 0 

Industri, Perdagangan dan 

Koperasi 

22 41 14 121 

Ekonomi, Keuangan dan 

Perbankan 

6 21 23 72 

Politik, Hukum dan Keamanan 40 29 1 25 

Perhubungan 58 79 18 258 

Kesehatan 77 106 14 141 

Penataan Ruang 0 7 0 322 

Kebencanaan 6 22 30 84 

Geografis 0 98 0 194 

Kebudayaan 2 9 1 15 

POS dan TIK 8 1 1 0 

Olahraga dan Kepemudaan 71 8 0 72 

Sumber: data.makassar.go.id (2025)  
 

Keterbukaan data sektoral tersebut tidak hanya memperluas akses publik 

terhadap informasi pembangunan daerah, tetapi juga memperkuat mekanisme 

kontrol sosial serta mendorong inovasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based 

policy making). Dengan demikian, dinamika pertumbuhan data sektoral ini dapat 

dipandang sebagai indikator kematangan digital pemerintahan daerah yang 

tengah bertransformasi menuju model Smart Governance yang adaptif, inklusif, 

dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan. 

Meski demikian, masih terdapat ketimpangan antar sektor, terutama pada 

bidang pendidikan, kebudayaan, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

yang memiliki tingkat keterbukaan data relatif rendah. Kondisi ini menegaskan 

bahwa inklusivitas digital di Kota Makassar belum sepenuhnya merata, dan 
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diperlukan langkah-langkah kebijakan yang lebih menyeluruh agar transformasi 

digital benar-benar menjangkau seluruh dimensi pembangunan daerah. 

 

Tabel 4.  Perbandingan dataset Kota di Indonesia pada Aplikasi Satu data 
Indonesia, 2024 

Kota Dataset Walidata Tipedata 

Makassar 162 7 csx, html, xls 

Surabaya 45 5 csv, pdf, html 

Bandung 5,022 24 csv, docx, html, pdf, wfx 

Semarang 15,438 14 
Xlsx, CSV, DOCX, HTML, JPEG, JSON, 
PDF, PNG, PPTX, RAR 

Sumber: Satu data Indonesia, data.go.id (2025) 

Perbedaan mencolok, terlihat pada jumlah dataset yang dikelola masing-

masing kota. Kota Semarang (15.438 dataset) menempati posisi tertinggi, 

menunjukkan ekosistem open data yang sangat matang, baik dari sisi volume, 

keberagaman sumber, maupun intensitas pembaruan data. Kota Bandung (5.022 

dataset) menempati posisi kedua dengan kapasitas data terbuka yang besar dan 

relatif stabil, mencerminkan upaya kota tersebut dalam membangun portal data 

yang komprehensif dan terintegrasi. Makassar (162 dataset) dan Surabaya (45 

dataset) masih berada pada tahap penguatan infrastruktur dan koordinasi antar 

perangkat daerah, di mana fokus utama tampak pada pembenahan walidata dan 

konsolidasi metadata sektoral. Jumlah dataset mencerminkan tingkat 

ketersediaan data (data availability), yang menjadi indikator utama dalam Open 

Data Maturity Framework. Volume yang besar memungkinkan analisis lintas 

sektor, integrasi kebijakan, serta inovasi berbasis data, sementara jumlah yang 

terbatas menandakan perlunya peningkatan kapasitas publikasi data dan tata 

kelola digital antar instansi. 

Tabel 5. Hasil kalibrasi fuzzy set (fsQCA) 

Sektor Tahun Nilai KD AD QD PP LL PI 

Pemerintahan 2021 97 1,00 1,00 1,00 1,00 0,7 0,94 

Sosial 2021 25 0,20 0,28 0,44 0,52 0,7 0,43 

Sumber Daya Alam 2021 205 1,00 1,00 1,00 1,00 0,7 0,94 

Lingkungan Hidup 2021 103 1,00 1,00 1,00 1,00 0,7 0,94 

Infrastruktur 2021 26 0,21 0,29 0,45 0,53 0,7 0,44 

Pariwisata 2021 42 0,39 0,45 0,57 0,63 0,7 0,55 

Pendidikan 2021 0 0,00 0,10 0,30 0,40 0,7 0,30 

Industri, Perdagangan 
dan Koperasi 2021 22 0,17 0,25 0,42 0,50 0,7 0,41 

Ekonomi, Keuangan 

dan Perbankan 2021 6 0,00 0,10 0,30 0,40 0,7 0,30 
Politik, Hukum dan 

Keamanan 2021 40 0,37 0,43 0,56 0,62 0,7 0,54 

Perhubungan 2021 58 0,57 0,61 0,70 0,74 0,7 0,66 

Kesehatan 2021 77 0,78 0,80 0,84 0,87 0,7 0,80 
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Sektor Tahun Nilai KD AD QD PP LL PI 

Penataan Ruang 2021 0 0,00 0,10 0,30 0,40 0,7 0,30 

Kebencanaan 2021 6 0,00 0,10 0,30 0,40 0,7 0,30 

Geografis 2021 0 0,00 0,10 0,30 0,40 0,7 0,30 

Kebudayaan 2021 2 0,00 0,10 0,30 0,40 0,7 0,30 

POS dan TIK 2021 8 0,01 0,11 0,31 0,41 0,7 0,31 

Olahraga dan 
Kepemudaan 2021 71 0,71 0,74 0,80 0,83 0,7 0,75 

Pemerintahan 2022 137 1,00 1,00 1,00 1,00 0,7 0,94 

Sosial 2022 54 0,52 0,57 0,67 0,71 0,7 0,63 

Sumber Daya Alam 2022 197 1,00 1,00 1,00 1,00 0,7 0,94 

Lingkungan Hidup 2022 179 1,00 1,00 1,00 1,00 0,7 0,94 

Infrastruktur 2022 48 0,46 0,51 0,62 0,67 0,7 0,59 

Pariwisata 2022 96 0,99 0,99 0,99 0,99 0,7 0,93 

Pendidikan 2022 0 0,00 0,10 0,30 0,40 0,7 0,30 

Industri, Perdagangan 

dan Koperasi 2022 41 0,38 0,44 0,56 0,63 0,7 0,54 
Ekonomi, Keuangan 

dan Perbankan 2022 21 0,16 0,24 0,41 0,49 0,7 0,40 
Politik, Hukum dan 

Keamanan 2022 29 0,25 0,32 0,47 0,55 0,7 0,46 

Perhubungan 2022 79 0,80 0,82 0,86 0,88 0,7 0,81 

Kesehatan 2022 106 1,00 1,00 1,00 1,00 0,7 0,94 

Penataan Ruang 2022 7 0,00 0,10 0,30 0,40 0,7 0,30 

Kebencanaan 2022 22 0,17 0,25 0,42 0,50 0,7 0,41 

Geografis 2022 98 1,00 1,00 1,00 1,00 0,7 0,94 

Kebudayaan 2022 9 0,02 0,12 0,32 0,41 0,7 0,32 

POS dan TIK 2022 1 0,00 0,10 0,30 0,40 0,7 0,30 

Olahraga dan 
Kepemudaan 2022 8 0,01 0,11 0,31 0,41 0,7 0,31 

Pemerintahan 2023 134 1,00 1,00 1,00 1,00 0,7 0,94 

Sosial 2023 22 0,17 0,25 0,42 0,50 0,7 0,41 

Sumber Daya Alam 2023 33 0,29 0,36 0,50 0,57 0,7 0,49 

Lingkungan Hidup 2023 18 0,12 0,21 0,39 0,47 0,7 0,38 

Infrastruktur 2023 4 0,00 0,10 0,30 0,40 0,7 0,30 

Pariwisata 2023 47 0,44 0,50 0,61 0,67 0,7 0,58 

Pendidikan 2023 0 0,00 0,10 0,30 0,40 0,7 0,30 

Industri, Perdagangan 

dan Koperasi 2023 14 0,08 0,17 0,36 0,45 0,7 0,35 
Ekonomi, Keuangan 

dan Perbankan 2023 23 0,18 0,26 0,43 0,51 0,7 0,41 
Politik, Hukum dan 

Keamanan 2023 1 0,00 0,10 0,30 0,40 0,7 0,30 

Perhubungan 2023 18 0,12 0,21 0,39 0,47 0,7 0,38 

Kesehatan 2023 14 0,08 0,17 0,36 0,45 0,7 0,35 

Penataan Ruang 2023 0 0,00 0,10 0,30 0,40 0,7 0,30 

Kebencanaan 2023 30 0,26 0,33 0,48 0,55 0,7 0,46 

Geografis 2023 0 0,00 0,10 0,30 0,40 0,7 0,30 

Kebudayaan 2023 1 0,00 0,10 0,30 0,40 0,7 0,30 
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Sektor Tahun Nilai KD AD QD PP LL PI 

POS dan TIK 2023 1 0,00 0,10 0,30 0,40 0,7 0,30 

Olahraga dan 
Kepemudaan 2023 0 0,00 0,10 0,30 0,40 0,7 0,30 

Pemerintahan 2024 212 1,00 1,00 1,00 1,00 0,7 0,94 

Sosial 2024 247 1,00 1,00 1,00 1,00 0,7 0,94 

Sumber Daya Alam 2024 207 1,00 1,00 1,00 1,00 0,7 0,94 

Lingkungan Hidup 2024 106 1,00 1,00 1,00 1,00 0,7 0,94 

Infrastruktur 2024 126 1,00 1,00 1,00 1,00 0,7 0,94 

Pariwisata 2024 26 0,21 0,29 0,45 0,53 0,7 0,44 

Pendidikan 2024 0 0,00 0,10 0,30 0,40 0,7 0,30 

Industri, Perdagangan 

dan Koperasi 2024 121 1,00 1,00 1,00 1,00 0,7 0,94 
Ekonomi, Keuangan 

dan Perbankan 2024 72 0,72 0,75 0,80 0,83 0,7 0,76 
Politik, Hukum dan 

Keamanan 2024 25 0,20 0,28 0,44 0,52 0,7 0,43 

Perhubungan 2024 258 1,00 1,00 1,00 1,00 0,7 0,94 

Kesehatan 2024 141 1,00 1,00 1,00 1,00 0,7 0,94 

Penataan Ruang 2024 322 1,00 1,00 1,00 1,00 0,7 0,94 

Kebencanaan 2024 84 0,85 0,87 0,90 0,91 0,7 0,85 

Geografis 2024 194 1,00 1,00 1,00 1,00 0,7 0,94 

Kebudayaan 2024 15 0,09 0,18 0,36 0,45 0,7 0,36 

POS dan TIK 2024 0 0,00 0,10 0,30 0,40 0,7 0,30 

Olahraga dan 
Kepemudaan 2024 72 0,72 0,75 0,80 0,83 0,7 0,76 

Sumber: data diolah dengan teknik Kalibrasi fsQCA (2025) 

Dalam model fsQCA: 
PI=f (KD, AD, LL, QD, PP) PI = f (KD, AD, LL, QD, PP) PI=f (KD, AD, LL, QD, PP) 

di mana: 
KD = Ketersediaan Data (transparansi), 

AD = Aksesibilitas Data (akuntabilitas), 

LL = Legalitas dan Lisensi (dukungan regulatif), 
QD = Kualitas Data (reliabilitas & efektivitas), 

PP = Partisipasi & Pemanfaatan Data (partisipasi publik). 
 

Tabel 6 Hasil Variasi Antar Sektor (2024) 

Kategori PI Sektor Representatif Interpretasi 

PI ≥ 0.85 (Full 

Member) 

Penataan Ruang, 

Perhubungan, Sosial 

Data terbuka, berkualitas tinggi, dan 

dimanfaatkan publik; sistem OGD 

terinstitusionalisasi. 

0.70 ≤ PI < 0.85 

(Strong Member) 

Pemerintahan, 

Kesehatan, Sumber 

Daya Alam 

Sudah terbuka dan efektif, namun 

partisipasi publik masih terbatas. 



Syamsu Alam, et al.: Open Government Data …  

 

 

 202 

Kategori PI Sektor Representatif Interpretasi 

0.50 ≤ PI < 0.70 
(Moderate) 

Kebencanaan, Ekonomi, 
Industri & Perdagangan 

Ada sistem data, tapi kualitas dan akses 
masih sedang. 

PI < 0.50 (Low) Pendidikan, 
Kebudayaan, POS & TIK 

Rendahnya keterbukaan dan 
pemanfaatan data publik menandakan 

digital divide sektoral. 

Sumber: data diolah dengan teknik Kalibrasi fsQCA (2025) 

Secara teoretis tata kelola dan pembangunan inklusif tercermin jelas dalam 

hasil kalibrasi fsQCA, khususnya melalui variasi nilai PI (Pembangunan Inklusif) 

lintas sektor di Kota Makassar. Berdasarkan kerangka World Bank (1992) tentang 

Good Governance, peningkatan nilai PI menandakan perbaikan nyata dalam hal 

transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola publik, di mana data terbuka 

menjadi instrumen utama untuk memastikan kebijakan dapat diawasi dan 

dievaluasi secara terbuka. Perspektif ini diperkuat oleh UNDP (1997) melalui 

konsep Governance for Sustainable Human Development, yang menekankan 

bahwa keterbukaan data tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga 

memperluas ruang partisipasi dan pemerataan manfaat pembangunan, sehingga 

setiap lapisan masyarakat dapat berkontribusi dalam proses pengambilan 

keputusan. 

Selanjutnya, Moore (1995) memandang bahwa pemerintahan dengan nilai 

PI tinggi telah berhasil menciptakan nilai publik digital, di mana data bukan 

sekadar sumber informasi administratif, melainkan layanan sosial yang 

memperkuat relasi antara negara dan warga. Pemerintah yang menyediakan data 

terbuka sejatinya sedang memproduksi kepercayaan dan legitimasi, dua elemen 

yang menjadi inti dari nilai publik modern. Hal ini sejalan dengan pandangan 

Denhardt & Denhardt (2003) yang menegaskan bahwa peran pemerintah 

seharusnya tidak lagi “mengendalikan” warga (steering), tetapi “melayani” mereka 

(serving) dengan menyediakan infrastruktur data yang memungkinkan warga 

menjadi co-producers of public value. 

Dalam kerangka yang lebih luas, peningkatan PI di tahun 2024 yang 

menegaskan bahwa pembangunan sejati harus dipahami sebagai perluasan 

kebebasan manusia. Keterbukaan data publik memperluas kebebasan informasi 

(informational freedom) hak masyarakat untuk mengakses, menafsirkan, dan 

memanfaatkan data sebagai bagian dari kebebasan substantif. Dengan demikian, 

peningkatan nilai PI tidak sekadar mencerminkan kemajuan administratif, tetapi 

menandakan transformasi yang lebih mendalam: pergeseran dari tata kelola 

berbasis kontrol menuju pemerintahan berbasis kolaborasi dan kebebasan 

informasi, di mana Open Government Data menjadi fondasi utama bagi 

pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. 
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Tabel 8. Truth table fsQCA terhadap data sektoral Kota Makassar 

KD AD LL QD PP PI_mean Frequency Consistency Coverage 

0 1 1 1 1 1 2 1 0,03 

1 1 1 1 1 1 28 1 0,39 

0 0 1 1 1 0,75 4 0,75 0,06 

0 0 1 0 0 0 28 0 0,39 

0 0 1 0 1 0 10 0 0,14 

Sumber: Hasil olah data (2025) 

Hasil truth table fsQCA terhadap data sektoral Kota Makassar periode 2021–

2024 menunjukkan bahwa pembangunan inklusif tidak ditentukan oleh satu faktor 

tunggal, melainkan oleh konfigurasi beberapa kondisi tata kelola data yang bekerja 

secara simultan. Kombinasi kondisi seperti ketersediaan data (KD), aksesibilitas 

data (AD), kualitas data (QD), dan partisipasi publik (PP) secara konsisten muncul 

sebagai pendorong utama (core conditions) yang berkontribusi terhadap 

peningkatan nilai Pembangunan Inklusif (PI). Temuan ini memperlihatkan bahwa 

keterbukaan data yang substansial ditandai oleh data yang mudah diakses, 

berkualitas, dan dimanfaatkan oleh public menjadi jalur kausal utama dalam 

membangun pemerintahan yang inklusif. Sementara itu, legalitas dan lisensi (LL) 

berfungsi sebagai kondisi pendukung (peripheral condition) yang memperkuat 

stabilitas dan keberlanjutan praktik keterbukaan data, tetapi tidak selalu menjadi 

prasyarat mutlak bagi tercapainya inklusivitas. 

Secara temporal, hasil analisis mengonfirmasi bahwa tahun 2024 menjadi 

titik balik (turning point) dalam transformasi tata kelola data di Makassar. 

Peningkatan nilai PI di berbagai sector terutama sektor Sosial, Perhubungan, dan 

Penataan Ruang menunjukkan pergeseran nyata dari model transparency-driven 

governance menuju participatory and data-driven governance. Dengan kata lain, 

pemerintah kota tidak hanya berfokus pada penyediaan data, tetapi juga mulai 

mendorong kolaborasi publik dalam proses pembangunan. Hal ini menandai 

terbentuknya dua jalur utama pembangunan inklusif: pertama, jalur fungsional 

keterbukaan (functional openness path), di mana transparansi dan partisipasi 

publik cukup untuk menghasilkan inklusivitas meski dukungan legalitas belum 

sempurna; dan kedua, jalur institusionalisasi keterbukaan (institutionalized open 

data path), yang menggabungkan keterbukaan data dengan legalitas kuat untuk 

menghasilkan tata kelola data yang berkelanjutan. Kedua jalur ini 

menggambarkan dinamika evolusi Open Government Data (OGD) Makassar 

menuju model pemerintahan yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada 

nilai publik. 

Secara metodologis, dua indikator utama yang digunakan untuk menilai 

kekuatan dan relevansi konfigurasi kausal dalam analisis fuzzy set Qualitative 

Comparative Analysis (fsQCA) adalah consistency dan coverage. Nilai consistency 

menunjukkan tingkat validitas kausalitas suatu konfigurasi, yakni sejauh mana 

kombinasi kondisi tertentu secara konsisten menghasilkan outcome berupa 

pembangunan inklusif (PI). Dalam konteks penelitian ini, konfigurasi dengan nilai 

consistency ≥ 0.8 dapat dianggap sebagai kondisi yang cukup (sufficient condition) 
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untuk menjelaskan terjadinya pembangunan inklusif yang tinggi. Artinya, apabila 

semua kondisi dalam konfigurasi tersebut terpenuhi seperti keterbukaan data, 

kualitas, dan partisipasi public maka hampir selalu diikuti oleh peningkatan 

inklusivitas tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, consistency berfungsi 

untuk memvalidasi apakah hubungan antar variabel bersifat kausal dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara empiris 

Sementara itu, coverage mengukur tingkat relevansi empiris dari suatu 

konfigurasi, yaitu seberapa besar proporsi kasus yang dapat dijelaskan oleh pola 

kausal tertentu. Coverage yang tinggi menandakan bahwa konfigurasi tersebut 

sering muncul dalam data dan memiliki pengaruh substantif terhadap outcome. 

Misalnya, kombinasi kondisi KD=1, AD=1, QD=1, PP=1 yang merepresentasikan 

keterbukaan dan partisipasi publik tinggi memiliki coverage sekitar 0.18, atau 

muncul dalam kurang lebih 18% dari total kasus (terutama pada sektor Sosial, 

Perhubungan, dan Penataan Ruang tahun 2024). Hal ini menunjukkan bahwa 

meskipun tidak semua sektor mencapai konfigurasi tersebut, pola ini memiliki 

relevansi empiris yang cukup besar dan menjadi jalur utama yang menjelaskan 

keberhasilan pembangunan inklusif di Kota Makassar. Berdasarkan Truth Table 

fsQCA data sektoral Makassar 2021–2024, ditemukan dua jalur utama 

pembangunan inklusif berbasis OGD. 

 

Tabel 8. Jalur Utama Pembangunan Inklusif berbasis OGD 

Jalur Kausal 

(Path) 

Konfigurasi Kondisi Tipe Pembangunan 

Inklusif 

Contoh Sektor 

Functional 

Openness Path 

KD·AD·~LL·QD·PP Pembangunan inklusif 

berbasis partisipasi 

sosial dan kualitas data 

Sosial, 

Perhubungan, 

Penataan Ruang 

Institutionalized 

Open Data Path 

KD·AD·LL·QD·PP Pembangunan inklusif 

berbasis tata kelola data 

yang mapan dan 
legalitas kuat 

 

 

Berdasarkan hasil Truth Table fsQCA terhadap data sektoral Kota Makassar 

tahun 2021–2024, ditemukan dua jalur utama pembangunan inklusif berbasis 

Open Government Data (OGD) yang merepresentasikan dua pendekatan berbeda 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Jalur 

pertama adalah Functional Openness Path, yaitu konfigurasi di mana Ketersediaan 

Data (KD), Aksesibilitas Data (AD), Kualitas Data (QD), dan Partisipasi Publik (PP) 

berada pada tingkat tinggi, meskipun dukungan legalitas dan lisensi (LL) belum 

sepenuhnya kuat. Jalur ini menggambarkan dinamika kolaborasi sosial yang 

tumbuh secara organik melalui praktik keterbukaan data dan inovasi publik, 

sebagaimana terlihat pada sektor Sosial, Perhubungan, dan Penataan Ruang tahun 

2024. Sementara itu, jalur kedua adalah Institutionalized Open Data Path, di mana 

seluruh kondisi KD, AD, LL, QD, dan PP berada pada tingkat tinggi dan saling 
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memperkuat, menunjukkan tata kelola data yang sudah terlembagakan dengan 

dukungan politik, kebijakan, dan infrastruktur digital yang matang. Jalur ini 

ditemukan terutama pada sektor Pemerintahan dan Kesehatan, mencerminkan 

model data-driven governance yang stabil, berkelanjutan, dan berorientasi pada 

penciptaan nilai publik. Kedua jalur ini menegaskan bahwa baik pendekatan 

fungsional maupun institusional sama-sama berkontribusi terhadap terwujudnya 

pembangunan inklusif di Kota Makassar, dengan perbedaan pada kedalaman 

dukungan kelembagaan dan partisipasi sosial yang terbangun.  

Hasil di atas relevan dengan penelitina Alam et al, (2024), Kematangan 

penerapan smart governance yang di Kota Makassar, menunjukkan dimensi 

teknologi dan kelembagaan, capaian yang lebih baik dibandingkan dimensi 

manusia. Kedua, layanan smart governance dalam sektor ekonomi menunjukkan 

efektivitas, efisiensi, dan utilitas yang dirasakan secara signifikan oleh 

masyarakat, dibandingkan dengan layanan pendidikan yang jauh lebih rendah. 

 

KESIMPULAN  

Hasil analisis fsQCA terhadap data sektoral Kota Makassar tahun 2021–2024 

menunjukkan bahwa keterbukaan data, yang diwakili oleh Ketersediaan Data (KD) 

dan Aksesibilitas Data (AD), serta partisipasi publik (Partisipasi dan Pemanfaatan 

Data/PP), merupakan faktor inti (core conditions) dalam membentuk 

pembangunan yang inklusif. Kedua dimensi ini berperan langsung dalam 

mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antara pemerintah dan 

masyarakat. Sementara itu, Kualitas Data (QD) dan Legalitas serta Lisensi (LL) 

berfungsi sebagai faktor pendukung (peripheral conditions) yang memperkuat 

efektivitas dan keberlanjutan kebijakan keterbukaan data. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa tidak ada satu kondisi tunggal yang cukup untuk 

menjamin tercapainya pembangunan inklusif; keberhasilan justru muncul dari 

interaksi antar kondisi, di mana sinergi antara keterbukaan, kualitas, legalitas, dan 

partisipasi menjadi kunci bagi tata kelola data yang berorientasi pada nilai publik. 

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah Kota Makassar 

memperkuat strategi governance berbasis kolaborasi dengan menyeimbangkan 

aspek teknis, kelembagaan, dan sosial dalam implementasi Open Government 

Data (OGD). Upaya penguatan tidak hanya difokuskan pada peningkatan jumlah 

dan kualitas dataset, tetapi juga pada penciptaan ekosistem partisipatif yang 

memungkinkan masyarakat, akademisi, dan sektor swasta untuk berkontribusi 

aktif dalam pemanfaatan data publik. Selain itu, perlu ada harmonisasi regulasi 

dan peningkatan kapasitas kelembagaan walidata agar keterbukaan data berjalan 

secara terstruktur dan berkelanjutan. Pola tahun 2024 yang menunjukkan 

pergeseran dari transparency-driven governance menuju participatory governance 

menandai fondasi penting menuju Data-Inclusive Governance, di mana kebijakan 

berbasis data tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga 

memperluas ruang partisipasi warga dalam proses pembangunan kota yang lebih 

adil dan berdaya saing. 
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